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PERATURAN DAERAﬁ KABUPATEN PULAU TALIABU
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG
PAJAK REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PULAU TALIABU,

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dan
Retribusi Daerah, Pajak Reklame merupakan salah satu jenis
pajak Kabupaten/Kota;

. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) -

Undang—Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah, 'Pajak Daerah di tetapkan dengan Peraturan
Daerah;

.-bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame.

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 3209),

.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negard
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor _’ 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik
indonesia Nomor 5049); |

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- Undang-Uridang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan

Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5399);

.Undang-Undang Nomor 23 * Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daera_h (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran .Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tenfang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara
republik Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembangian urusan Pemerintahan antara pemerintah,
Pemerintahan Daerah  Provinsi, dan Pemerintah Daerah
kabupaten/Kota (Lembaraig Negara Republik Indonesia tahun
2007 Nomor 82, Tambahan: Negara Republik Indonesia Nomor
4737); 4

Peraturan Pemerintah Nomor 69 ‘tahun 2010 tentang Tata
cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran. Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara( Republik Indonesia Nomor 5161); .

Peraturan Menteri Dalam Negeri ‘Nomor 13 Tahun 2006
tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 59 Tahun 2007;



12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
- tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonésia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU TALIABU
| " Dan

BUPATI PULAU TALIABU

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU TALIABU TENTANG
PAJAK REKLAME

. BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 -
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

. Daerah adalah Kabupaten Pulau Taliabu ; .
2. Pemeﬂnfah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah Kabupaten Pulau

p—t

Taliabu Sebagai unsur peyelengara Pemerintah Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pulau Taliabu;

4. Badan fPendapatan, " Pengelolaan Keﬁangan dan Aset Daerah yang
selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulau Taliabu;

S. Kas daerah adalah kas Daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabuy;

6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajai{ari daerah sesuai dengén peraturan perundang-undangan;

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan balk yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha y,ang meliputi perseroan terbatas, perseroan kom_alnditer, perseroan
lainya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah’ dengan nama atau dalam
bentuk fap-apun, firma, kbngsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan,organisasi masa, organisasi sosial politikatau
organisa:si. yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan

lainya;
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Pajak D?erah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh
orang pi'i‘padi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
u’ndang,f*dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
u-ntuk képerluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

Pajak rekl‘ame adalah Pajak atas penyelengaraan reklame;

Reklam¢ adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak
ragamnya: dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,
menganjUrkan menipromosikan atau untuk menarik perhatian umum
terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca,
d1dengar dirasakan, dan atau dinikmati oleh umurm; _
Kawasan atau Zona adalah Batasan-batasan wilayah tertentu yang sesuai
dengan pemanfaatan wﬂayah tersebut yang dapat digunakan untuk
pemasangan reklame;

Sarana Reklame adalah Tempat/pemasangan satu atau lebih reklame;

Nilai Sewa Reklame adalah seluruh biaya yang dikelurkan oleh pemilik dan
atau penyelengara reklame dengan memperhatikan faktor jenis bahan yang
digunakan, lokasi pemasangan/nilai stategis, waktu /jangka waktu
penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame;

Nilai Sfategis reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik
pemesangan reklame, berdasarkan kriteria kepadatan dan pemanfaatan tata
ruang kota untuk berbaga1 aspek kegiatan dibidang usaha;

Kelas Jalan adalah pembagian jalan sesuai kriteria tertentu yang
berdasafkan nilai strategis yang menimbulkan manfaat jalan tersebut untuk

pemasangan media reklame;

.Rekomer}dasi jin lokasi pemasangan titik Reklame adalah Rekomendasi

surat izin atas penyelenggaraan lokasi titik reklame yang dikeluarkan oleh
Dinas Tata Kota Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pulau Taliabu ;o
Subjek Péjak adalah orang pribadi atau badan yang dapat di kenakén pajak.
Wajib Péjak adalah orang pribadi atau badan, Meliputi Pembayaran pajak,
pemotorigan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai Hak dan
kewajiban perpajakan sesuai- dengan Kketentuan perundang-undangan
perpajakan daerah;

Masa P_ajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) sampai dengan 3
(tiga) vbuilan- kalender, yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung,
menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang;

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender,
kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tldak sama dengan
tahun kalender
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Pajak yang Terutang adalah""‘pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak
sesuai dengan peraturan perudang-undangan perpajak Daerah;

Pemungutan adalah suatu rangkaian keglatan mulai dari penghimpunan
data obJek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan
penyetorannya;

Surat Setoran Pajak Daerah, yang disingkat SSPD, adalah bukti
pémbayaran atau - penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala Daerah;

Surat K'etétapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang
terutang; '

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN
adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit pajak; : |

Surat Ketetapan Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPLB adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang
atau seHarusnya tidak terutang;

Surat Taglhan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanks1 adrmnlstratlf berupa
bunga dan /atau denda,; '

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terutang, surat
ketetapan pajak daerah, surat ketetapan daerah kurang .bayar, surat
ketetapan daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah
Nihil, Surat Ketetapan Daerah Lebih bayar, Surat Taguhan Pajak, Surat
Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan ‘
terhadap. surat pemberitahuan pajak terutang, Surat Ketetapan pajak
daerah, S'urat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil,
Surat K.'e:te'tapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau
pemungntan oleh pihak ketiga yang diajukan wajib pajak;
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Pemutusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding

terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
Pembukiiari adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi Harta,
kewajiban, modal, penghasﬂan dan biaya, serta jumlah perolehan dan
penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan penyusunan laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak
tersebut; '

Pemerikéa adalah serangkaian kegiatah menghimpun dan mengelolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara’ objektif dan
profesioﬁal suatu standar pemeriksaan untuk ménguji kepatuhan kewajiban
pemajakén Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan keténtuan pératuran perund.;:mg—undangan perpajakan
Daerah; :

Penyidikan ﬁndak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan
bukti yéng dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di Bidang

perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

' PasalA 2

]jengan Nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas penyelenggaraan Reklame.

Pasal 3

(1) Ojek Pajak adalah semua penjr'elenggaraan reklame';

(2) Objek Paja_k sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Reklame Papan/Billboard Klasifikasi “A”
1. Reklame Baliho :
 a. Pefmanen;* '
b . insidentil;
2. Rekléme shop sign_
b. Reklaﬁfle Papan / Billboard Klasifikasi “B”
1. rekiame seng board;
| 2. fekiame Tinplate;. _
c. Reklar‘he cahaya/neon since/neon boks Klasifikasi “A” dan kalsifikasi “B”

d. Reklame videotron/megatron dan sejenishya;



e. Reklai‘né berjalan pada kendaraan (mobil, motor dan sejeninya);
f. Reklame Kain :
1. reklame spanduk;
. reklame umbul-umbul;
. reklame vertikal banner;
. rekiame sun creen, iayar toko;

- reklame flahg chang;

S U1~ WN

. tenda.
g. Reklame Melekat :
1. poster;
2. stiker, dan sejenisnya.
h. Reklame selebaran :
,  lleaflel;
. 2. pamﬂet.
' i. Reklame Apung;
j. Reklame Film/slide;
k. Reklame Peragaan;
1. Reklame Baliho Insidentil. _
(3) Tidak Termasuk sebagai objek pajak adalah :
a. Penyelenggaraan Reklame lewat Internet, Televisi, Radio, warta Harian,
~ warta bulanan dan sejenisnya; | . |
b. Label / merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan,

yang berfungsi untuk membedakan dari j jenis produk sejenis lainnya;

c. Nama pengenal usaha atau profesi yang di pasang yang melekat pada

* . bangunan tempet usaha atau profesi yang diselenggarakan sesuai dengan

| ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;

d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah Daerah;
dan;

e. Reklame bersifat sosial dan tidak bertujuan komersil.

Pasal 4

(1) Subjek?'Pajak adalah Orang pribadi atau badan yang menggunakan
reklamé :

(2) Wajib paJak adalah Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan
reklame; '

(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langgsung oleh orang

pribadi Eatau Badan;\ Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan tersebut;



(4) Dalam: hal reklame d1selenggarakan melelu1 pihak ketiga, Wajib Pajak,
Wa_]lb pajak adalah Pihak ketiga tersebut

,ﬁ-
‘, .

BAB II‘I’}
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5
(1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai sewa Reklame;

- (2) Dalam hal Reklame' diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai sewa Reklame

sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dltetapkan berdasarkan nilai kontrak

reklame, .

(3) Dalam hal reklame dlselenggarakan sendiri, n11a1 sewa reklame
sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan
faktor j Jenls bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu
penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame;

(4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagalmana dimaksut pada ayat (2) tidak
diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan

dengah menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

‘(5)' Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung

denganfurriusan sebagaiberikut :

NSR = (N11a1 Dasar Reklame X indeks Bahan X Luas Media Reklame X

Jangka WaktuPenyelenggaraan) + Nilai Strategis:

Keterangan ,

a. N11a1:Sewa Reklame dinyatakan dalam satuan rupiah;

b. Nilai:'Dasar Reklame Berdasarkan Jenis Reklame dan dinyatakan dalam
satuan Rupiah per meter persegi per hari, per minggu, per bulan, per
Tahun '

c. Indeks bahan set1asp jenis reklame dinyatakan dengan angka untuk

| membedakan jenis bahan yang diperlukan untuk menyelenggarakan
rekla_me,. '

d. Nilai strategis dibedakan berdasarkan kelas jalan lokasi penempatan
rekléme dan dinyatakan dalam satuan rupiah.

(6) Hasil perhitungan Nilai sewa Reklame, Nilai Dasar Reklame, Indeks Bahan
dan Ni_lai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam

satuah tabel dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6
Tarif Pajak Ditetapkan 25% ( Dua Puluh Lima Persen)



Pasal 7
Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengan Cara mengalikan tarif

sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

BABIV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

PaJak Yang Terutang dipunggut diwilayah daerah tempat reklame tersebut
dlselenggarakan.

BAB V
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 9 ,
(1) Pajak d1kenakan untuk masa pajak (3) tiga bulan kalender kecuali
d1tetapkan lain oleh Bupati;
(2) Saat PaJak terutang adalah pada saat penyelenggaraan reklame dan/atau

pada saat ditetapkannya surat ketetapan pajak oleh Bupati dengan
menggunakan SKPD atau dokumen lain dipersamakan.

. BABVI
PENETAPAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10 :
(1) Bupati menetapkan Pajak terutang dengan menerbltkan SKPD lain yang
d1persa_makan
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa riofa perhitungan dan SPDOP;
(3) Bentuk, 131, tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain

yang d1persamakan ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal 11

(1) Pemungﬁtan pajak Dilarang diborongkan;

(2). Pemungutan Pajak mehputl kegiatan pendataan, penetapan pembayaran,
- penagihan, pembukuan, pelaporan dan penyitaan;

(3) Kegiatan . pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksahakan oleh BPPKAD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



(4) Tata calfa pemungutan pajak ditetapkan dengan peraturan Bupati.

(2

(2)

(4)

(S)

BAB VII ,
SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 12

Bupati délpat menerbitkan STP]j jika :
a. PaJak dalam tahun ber;]alan SKPD tidak atau kurang Bayar setelah jatuh
tempo pembayaran; '
b. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau
' denda.

Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana
d1maksud pada ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan paling lama 15 (lima
belas) bulan sejak saat terutang pajak.

. BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 13
Pembayafan pajak terutang harus dibayar sekaligus atau lunas;
Pajak dilUnasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya
SKPD yangmerupakan tanggal jatuh tempo bagi Wa_]lb pajak untuk melunasi
pajaknya;
SKPD, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan
putusan -banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar
berftambah inerupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;
Bupati at@s permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukén dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk
mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga
sebesar 2% ( dua persen) sebulan;
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayéran, penyetoran,
pembaya@i‘ain denga_nanggsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur

dengan peraturan Bupati.

: " Pasal 14
Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di kas Daerah atau tempat lain
yang ditetapkan oleh Bupati;



@

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mengguna'kan SKPD, sebagai bukti ketetapan dan SSPD, sebagai bukti
setoran/pembayaran;

Bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSPD, ditetapkan dengan
peraturén Bupati.

Pasal 15 '
Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya sebagai
awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak yang tidak atau kurang
dibayar oleh wajib pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo
pembayaran;
Dalam j'angka, waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat
peringatén atau surat ijin yang sejenis, wajib pajak melunasi surat yang
terutang.v | _
Surat ’@eguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan Bupati atau pejabat yang
ditunjuk:{

Pasal 16

Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan Surat Keputusan Keberatan dan Putusan banding yang tidak
atau kurang bayar wajib paJak pada waktunya dapat ditagih dengan surat
paksa ' .

Penaglhan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan

perundang—undangan

Pasal 17

Bentuk jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan
pajak daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
PEMBETULAN PEMBATALAN PENGURUNGAN KETETAPAN, DAN
PENGHAPUSANATAU PENGURANGAN SANKSI ADMIN ISTRASI

Pasal 18

(1) Atas pérrriohonan 'Wajib pajak atau. karna jabatanya, Bupati dapat

membetulkan SKPD, atau STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tertulis dan/atau kesalahan hitung



dan/lat‘a;u kekeliruan penerapan ketentuan tértentu dalam peraturan
pefundang—undangan perpajakan Daerah;
(2) Bupati Da‘pat:
a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga,
' denda dan kenaikan pajak terutang menurut peraturan perundang-
| undangan perpajakan Daerah dalam hal ini sanksi tersebut dikenakan
kerena kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
b, Mengurangkan atau membatalkan SKPD atau STPD, SKPDN, atau
SKPDLB yang tidak benar;
c. Mengﬁrangkan atau membatalkan STPD; ,
d. Membatalkan hasil periksaan atau ketetapan pajak terutang berdasarkan
atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
e. Mengurangkan ketetapan paJak terutang berdasarkan pertimbangan
. kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu wajib pajak.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan
’ sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak

sebagaimanan dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB X
KEBERATAN DAN BANDING
Bagian kesatu

Keberatan

. Pasal 19
. (1) Wa_]lb paJak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau kepada
pejabat yang dtunjukatas suatu:
a. SKPD;E'
b. SKPDLB;
- c. SKPDN;

(2) Perhotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan
peraturah perundang-undangan perpajakan Daerah;

. (3) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indoneéia dengan disertai
. alasan-alasan yang jelas; _

(4) Keberatan harus diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal surat tanggal pemotongan pemungutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kecuali jika wajib pajak dapat menunjukan bahwa jangka
waktu itu tldak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasannya;

(5) Keberatan dapat diajukan wajib pajak telah membayar sedikit 50% (lima

puluh persen),




(6)

(7)

(1)

(1)

Keberatan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ayat(2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dlanggap sebagai surat keberatan
sehingga tidak dipertimbangkan;

Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat
yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos tercatat

sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 20

Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanda
surat kéberatan diterima, harus memberikan .keputusan atas keberatan
yang diajlikan;

KeputuSaﬁ Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebag'aﬁ, inenolak, atau menambah jumlah pajak yang terutang;

Apabila j'angka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Bupati tidak memberi surat Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut
dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua
. Banding

Pasal 21
Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada

pengadilén' pajak terhadap keputusan mengenai keberatanya yang

: d1tetapkan oleh Bupati;

Permohonanan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d1aJukan

secara tertuhs dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam

- jangka Waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan d1ter1ma dilampiri dengan

~ surat kepu_tusan keberatan tersebut;

(3)

(1

Pengajuan' permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak

sampai déngan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

Pasal 22

Jika pengajuan keberatan dan permohonan banding dikabulkan sebagian
atau seluruhnya kelebihan pembayaran pa_]ak dikembalikan . dengan
d1ta.mbah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling
lama 24 (dua puluh empat) Bulan; %

Imbalan: bunga sabagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan

pelunasan sampai dengan d1terb1tkanya SKPDLB;



(3)

(6)

Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib
pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima
puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan;

keputusan keberatan d1kurang1 dengan pajak yang telah dibayar sebelum
pengajuan keberatan;

Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi
administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana
dimaksdud dalan ayat (3). tidak dikenakan;

Dalam.hél permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib
pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus
perssen)f dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan

pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

: Pasal 23
Atas kélebihan pembayarari pajak, wajib pajak dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati;
Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak

diterimanya permohonan pengembalian . kelebihan pembayaran pajak

. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;

(4)
(5)
(6)

(7)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimksud pada ayat (2) telah dilampaui
dan Bupati tidak mémberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian
pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) buian;

Apabila Wajib pajak mempunyai utang pajak lainya, kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk
melunas1 terlebih dahulu utang pajak tersebut;

Pengembahan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu pahng lama 2 (dua) bulan sejak
d1terb1tkannya SKPDLB; .

Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah 2 ( dua)
bulan, bnpati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
atas ketefrlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak; -

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diaturdengan peraturan Bupati.



(1)

(2)

(4)

(1)

(2)

(3)

BAB XII
KEDALUARSA

: - Pasal 24

Hak uljtuk melaklikan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah
melamp.iaui -5 (lima) tahun terhitung sejak pajak terutang pajak, kecuali
apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
Kedaluvvarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila :
a. Diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
b. Ada pengakuan utang paJak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak

langsung.
Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana
dimaksud - pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak
tanggal penyampaian surat paksa tersebut;
Pengakuan surat pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadaranya kenyataannya masih
mempuriyai utang pajak dan belum melunasinya kepada pemerintah
Daé:rah;jT
Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) hurlif b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau

penunda@ah pembayéran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

- Pasal 25

Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penaglhan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;

Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur

dengan_Pératuran Bupati.

BAB XIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26

(1) Instansi / SKPD yang melaksanakan pungutan pajak dapat diberikan insentif

atas dasar pencapain kinerja tertentu;



(2) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak paling tinggi

(3)

(4)

(3)

(3)

Asebesar 5% (lima persen), dari rencana penerimaan pajak dalam tahun

anggaran berkenaan;

Pembenan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
anggaran pendapatan dan belanja Daerah; .

Tata car_a pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan /atau Keputusan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN KHUSUS

_ . Pasal 27

Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu

yang diketahui ataudiberikan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka

jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan Kketentuan peraturan
perundang—undangan perpaJakan Daerah;

Larangan sebgaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga kepada tenaga

ahli yahg' “ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan

keténtuah p:eraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;

Dikecuaiikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) adalah:

a. lPejab:at dan tenaga ahli yang bertindak sebagai’ saksi atau saksi ahli
dalaxh sidang pengadilan; » ,

b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk
memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi
pemenntah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang
keuangan Daerah.

Untuk kepentingan Daerah, Bupat1 berwenang memberikan ijin tertulis

kapada pejabat sebagaunana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli

sebagalmana dimaksud Pada ayat (2), agar memberikan keterangan,
memperhhatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib paJak kepada pihak
yang d1tun_]uk

Untuk kepentlngan pemerlksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau

perdata, atas permintaan hakim atas urusan acara p1dana dan Hukum

Acara Perdata Bupati dapat memberikan ijin tertuhs kepada pejabat

sebagalmana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana

dimaksud ‘bada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti

tertulis dalam keterangan wajib pajak yang ada padanya;



(6) Permintaan hakim tergugat, keterangan yang diminta serta kaitan antar

(1)

perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang
diminta.

BAB XV
PEYIDIKAN

Pasal 28

Pejabat Pegawa1 Negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah Daerah
diberi Wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pldana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam
Undang- ,undang Hukum acara Pidana;

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai

negeri s:ipil' tertentu. dilingkungan pemerintah Daerah yang diangkat oleh

pejabat ;yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturanh perundang-
undangan;

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

a. Menerima, mencari, dan mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan Kketerangan mengenai orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak'pidana Perpajakan Daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan Dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindakan
pldana dibidang perpajakan daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut;

f. Memlnta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyld_lkan tindak pidana di bidang perpajakan Dearah;

g. Menyuruh berhenti dan /atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang benda dan/atau dokumen yang dibawa;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan
daerah;

i. Memanggil orang untuk didehgar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;



j- Menghentikan penyidikan; dan /atau
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
| p1dana dibidang perpajakan daerah Sesuai dengan ketentuan perturan
perundang—undangan '
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut
umum melelui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

A Pasal 29

. Tindak pldana di bidang perpajakan Daerah tindak dituntut setelah melampaui
jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya
bagian tahl_in pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian
Tahun(Pajali; e_itau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 30
(1) PeJabat atau tenaga ahli yang ditujuk oleh Bupati yang karena kealpaannya
tidak memenuh1 kewajlban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam
pasal 29. ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama
1 (satu) tahun dan p1dana denda paling banyak Rp 4.000.000 (empat juta
rupiah); - '

. (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja
tidak méincnuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak
,dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat
(1) dan ajrat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun
dan p1dana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah);

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

" dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiannya
dilanggar;

(4) ’I‘untutaﬁ pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai

dengan Sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau

Badan selaku wajib pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.




Pasal 31

Denda sebé{gaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), merupakan
Penerimaan Negara.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP"

Pasal 32

Dengan beriakunya Peraturan Daerah ini :

(1) Semua ° Peraturan - dan keputusan Bupati yang berkaitan dengan
pelaksanaan pemungutan pajak Reklame sepanjang belum diganti dan tidak
bertentangan dengan peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku;

(2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagaimana pelaksanaan

peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan dan /atau Keputusan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Pulau Taliabu.

Ditetapkan di Bobong
pada:tanggal 25 Juni 2018
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